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: Tuntut gaji pokok setara UMR, dosen, guru & serikat pekerja kampus ajukan gugatan ke MK
Minggu, 28 Desember 2025
: Rakyat Merdeka
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Sejumlah dosen, guru dan
serikat Pekerja Kampus (SPK)
secara resmi

Tuntut Gaji Pokok Setara UMR

Dosen, Guru & Serikat Pekenrja
Kampus Ajukan Gugatan Ke MK

upah minimum regional (UMR).
Gugatan itu diterima MK dan
ter i dengan nomor 272/

ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menggugat Undang
Undang Nomor 14 tahun 2025
tentang Guru dan Dosen.

Serikat Pekerja Kampus diwakili
oleh Rizma Afian Azhiim (Pemohon
1), Isman Rahmani Yusron
(Pemohon I1), dan Riski Alita
Istiqgomah (Pemohon 111).

Para pemohon mengajukan
qugatan atas pasal 52 ayat (1),
ayat (2). dan ayat (3) UU Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. Mereka meminta supaya
gaji pokok dosen setara dengan

PUU-XXI111/2025.

salah satu pemohon, Rizma Afian
menjelaskan alasan Serikat Pekerja
Kampus ini

dosen digaji di bawah UMR
wilayah kampus mereka.
Pemohon Il Isman Rahmani
Yusron mengatakan dirinya
memperoleh gaji pokok Rp
2.567.252 per hulan sebagai

ke MK. Kata dia, di pasal 52 sendiri

jar di salah satu perguruan
tinggi di Bandung.

parameter upah layal
adalah menggunakan kebutuhan
hidup minimum.

“Jadi kebutuhan hidup minimum
itu sudah nggak ada sejak tahun
2005 dan kemudian beralih jadi
kebutuhan hidup layak,” ungkap
Rizma, Jumat (26/12/2025).

Alasan berikutnya, para
pemohon menilai masih banyak

FERIANSYAH, Kabid Litbang P2G

Selama Ini Gaji Mereka
Tergantung Kesepakatan

\

Apa tanggapan Anda terkait gu-
gatan guru dan desen ke MK menge
nai besaran gaji?

Vang pitaima, Kita ept
mendukung upaya dari eman-te
dosen, gurudan Sesikat Pekerja Karn
pus (SPK) untuk mengajukan gu
gatan ke MK terkait mekanisme dan
sistem penggajian guru dan dosen.

uru maupun dosen itu
ssya bonar bendr dilakukan
igah fala eara-0an melian
peraturan

icsi dan

Dalam gugatannya, para guru dan
dosen juga minta gaji UMR atau
selara dengan PNS'
Kita sepakat balwa hebutulan
i desen iu hares disetarakan dengan
PN

peraturan mertert keuangannya
hingga

Selama ini kan gaji dosen dan
me  gunu lergantung kes:pakatan. Kalau

Iya.

juga bisa

menjadi pijakan bags

an tidak ada pi-

iz tidak aca rmultialsh orha
undang undang,
oal sistem

jakannya, dan kerja:
hanys babungan keperdataan safa.

cakan-akan  juga

dosen dan guru bisa ditafsirkan

macam-macam. apalagi ada klausul

kescpakatar bersama, itu kan hal yang
narnya bisa dimaknai berseda

diamdatamgani

Saran Anda. perlu ada peraturan
menteri dosen ataupun gara?

scpakat,

pek

terkait gaj
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Guru dan dosen
juga pekerja formal
yang musti ada
kejelasan tentang
standar gaj
standar kelayakan
kehidupan dan
perlindungan
pekerjaan.

Scharusnya gaji dosen dan
guru it memangada yang mengatur
Setirgkat peraturan menteri, atau se-
tinghat peiatuan me

atau setinghat yag lain. Intinya, ada
dasar untuk bagaimana sistem pen
gajian dosen, dan gura khususnya i
erti bagaimana UMR.

Maksud Anda putusan MK ini
akan memperjelas standar gaji guru
nantinya, ya?

Sekali
tja formal yang m
A kelelasan tentang Standar g
standar kelayakan kehidupan,
pengembangan
an. Saya kira hakim MK juga

harus melihat dan mempertimbang
kan hal-hal itu. m REN

upah tidak
jauh beda dengan upah minimum
provinsi Jawa Barat pada 2025
yaitu Rp 2.191.238 dan berada
di bawah upah minimum Kota
Bandung pada 2025 yakni Rp
4.209.309.

la mengatakan per Oktober 2025,
total penghasilan bersih yang ia
dapat sebesar Rp 2.805.269 yang

mencakup gaji pokok dan
tunjangan.

Kemudian, Pemohon ! Riski
Alika

(P2G) Feriansy

upaya para dosen dan guru yang
mengajukan gugatan ke MK. “Kita
i dan kita dukung,” ujar

gajinya di bawah upah minimium

Feri.

kampusnya 1a mes
gaji pokok Rp 1,5 juta ditambah
uang makan Rp 20 ribu per hari
hadir, serta tunjangan peningkatan
kinerja Rp 500 ribu.

Para pemohon juga mengatakan
sejumlah kampus swasta
memberikan gaji dosen di bawah
upah minimum regional (UMR).

Gugatan SPK ini tentunya
mengundang berbagai komentar
dari berbagai pihak. Kabid Litbang
Perhimpunan Pendidikan dan Guru

. Ketua Komisi X DPR
Hetifah Sjaifudian mengatakan
gugatan para dosen ke MK ini
akan menjadi bahan masukan
bagi Komisi X DPR dalam
menyempurnakan UU Sisdiknas.
“Khususnya terkait dengan
kesejahteraan dosen dan guru,”
kata

Untuk lebih jelasnya, berikut
wawancara Hetifah Sjaifudian dan
Feriansyah terkait gugatan dosen
dan guru ke MK.

HETIFAH SJAIFUDIAN, Ketua Komisi X DPR RI
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Fakta masih

sistem penggaii

heuangan,

Guru dan doscn

den
ri dam perlindungan

adanya dosen
yang menerima
penghasilan di bawah
standar kelayakan
hidup, bahkan

di bawah Upah
Minimum Regional
(UMR) di daerahnya.

Guru dan dosen kembali menggugat
ke MK, tapi kali ini terkait dengan

Kami mcnghormati proses honsti-
tesional yang sedang b,
terkait pengajuan wi 8
Undang Nomor 14 Tahun 2005 i nes
Guru den Dosen, sebagaimana tercatal

dalam Perkara Nomor 272/PUU
ang digjukanoleh Serikat

uj
dang mrupalean hal konsti-

“tiap W
jamin oleh UUD 1945,
dosen dan serkat pekerja kampus

Menurut Anda sistern
dosen dan guru ini belum Jelas"
Kami memandang bahwa kese-

Jalieraan dosen,
non. dan doscn
Tinggi Swasta (PTS)
prisvalan suukiura
Kiuri belum t

patAnda?

masuk doscn

merupakan

Ada Dosen Terima
Gaji DI Bawah UMR

Khususnya di Komisi X DPR yang

membidangi pendidikan?
Saatini, Kamisi X DPR Rl secara aldif
nmenberikan peratian husus (= ladag
e aan pendidik dan tenaga

guruan

hingga
ik
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imum Regio

jumlah desen.

materi

a yarg di-
asuk Dagi

lenya dosen yang -

ima penghas lan di bawah standar

Jidup, hahken d1 bawsh
1 (U

dacrahnye, adalah kondis ynng palul

di perhatian scrius riegara

skipun pengaturan pengh
Karrakcrist

pekerja pada scktor industri, p
aser pemenuban penghidupan yang i

L nd.lng St Rendiciiian Nesioa)
R nas), yang mencakup kodi-
fikast u.—;uum Undang Gurudan Dosen

R) di

Bisa Anda jelaskan lebih detail?
Dalam dral’ RUU Sisdiknas yang
masih pada lahap penyusunan, ditc
gaskan bahva dalam pelaksanaan
tugas keprofesionalannya, dos
berhak fnemperolth penghasilan
kebutuhan

yalkletap mer

jiban negara.
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